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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar  Belakang 

Umat Islam di Indonesia tumbuh dan berkembang dengan baik dan 

bergairah sejalan dengan tumbuh dan berkembangnya pembangunan nasional, 

terutama sejak masa orde baru yang mengutamakan stabilitas nasional 

sebagai dasar tumbuh dan berkembangnya pembangunan di segala bidang. 

Dengan berkembangnya pembangunan nasional, tingkat ekonomi dan 

kebutuhan masyarakat akan ikut tumbuh, tidak terkecuali kebutuhan untuk 

melangsungkan pernikahan. Pernikahan adalah wadah bagi laki-laki dan 

wanita untuk menyamakan padangan dan tujuan kehidupan berpasangan serta 

saling mencintai, menghormati antar keluarga dan menghindarkan dari 

perbuatan zina yang dilarang oleh agama. Tidak hanya itu, pernikahan juga 

memiliki tujuan untuk membentuk keluarga sakinah, mawadah dan rahmah.  

Dalam melangsungkan pernikahan ada syarat yang harus dipenuhi. 

Menurut al-Ghazali ada beberapa syarat dalam melangsungkan pernikahan, 

yaitu
1
 : 

1. Adanya izin dari calon wali istri 

2. Kerelaan calon istri 

3. Dua orang saksi yang baik 

4. Lafal ijab qobul yang bersambungan atau tidak terputus 

                                                             
1 Muhammad Azd-dzikra, Menikah Dalam 27 Hari, (Depok: Lingkar Pena Kreativa, 2008), 136. 
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Pada dasarnya pernikahan dalam syar’it Islam tidak terlalu banyak 

memerlukan persyaratan, tetapi selain persyaratan di dalam agama, negara 

juga mengatur tentang segala persyaratan untuk melangsungkan pernikahan. 

Yang membedakan persyaratan pernikahan menurut agama dengan negara 

adalah pencatatan perkawinan. Menurut agama, perkawinan tidak harus 

dicatatkan seperti yang disampaikan oleh al-Ghazali di atas. Sedangkan 

menurut hukum negara, perkawinan harus dicatatkan sesuai dengan pasal 2 

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. 

Di dalam pasal  2 ayat 2 bahwa “tiap-tiap pernikahan dicatat menurut 

peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2
 Pencatatan  ini bertujuan untuk 

memperkuat adanya hubungan pernikahan antar dua mempelai.  

Peraturan perundang-undangan tidak berhenti pada kewajiban 

mencatatkan pernikahan, namun juga menjelaskan mengenai biaya 

pelaksanaan pernikahan. Pernikahan yang dilakukan di KUA Kecamatan 

Bancar tidak dikenakan biaya apapun. Di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 

48 Tahun 2014 tentang biaya nikah Tentang Perubahan Atas Peraturan 

Pemerintah Nomor 47 Tahun 2004 Tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan 

Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Departemen Agama. Dalam pasal 1 

ayat 1 sebagai perubahan terhadap pasal 6 Peraturan Pemerintah No. 47 

Tahun 2004 dijelaskan bahwa “Setiap warga negara yang melaksanakan 

nikah atau rujuk di Kantor Urusan Agama Kecamatan atau di luar Kantor 

                                                             
2 Undang-undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan pasal 2 ayat 2 
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Urusan Agama Kecamatan tidak dikenakan biaya pencatatan nikah atau 

rujuk.”
3
 

Berbeda ketika pernikahan dilakukan di luar KUA Kecamatan Bancar, 

mengingat tidak semua masyarakat menginginkan pernikahan dilakukan di 

KUA Kecamatan Bancar. Masyarakat terkadang menginginkan 

pernikahannya dilaksanakan di rumah mempelai atau juga di masjid. Bila 

demikian, maka pihak yang melaksanakan pernikahan dikenakan biaya. 

Seperti yang tercantum dalam PP No. 48 Tahun 2014 tentang biaya nikah, 

bahwa “(2) Dalam hal nikah atau rujuk dilaksanakan di luar Kantor Urusan 

Agama Kecamatan dikenakan biaya transportasi dan jasa profesi sebagai 

penerimaan dari  Kantor Urusan Agama Kecamatan”.
4
 

Selain itu, seperti yang diungkap oleh bapak Drs. Mokhamad Idris 

selaku ketua KUA kecamatan Bancar, Tuban bahwa adanya PP No. 48 Tahun 

2014 tentang biaya pernikahan membuat tarif biaya nikah yang dilaksanakan 

di luar KUA menjadi jelas. Sehingga pihak-pihak yang tidak bertanggung 

jawab tidak bisa melakukan pungutan liar di luar biaya pernikahan yang telah 

ditetapkan. Karena selama ini, sebelum PP itu diberlakukan, banyak 

pembantu Petugas Pencatat Pernikahan (P3N) maupun pegawai KUA sendiri 

yang memanfaatkan ketidakfahaman masyarakat terhadap biaya nikah untuk 

memperoleh keuntungan pribadi. 

Mengenai besaran biaya yang dikenakan pada pihak yang 

melangsungkan pernikahan yang dijelaskan dalam PP No. 48 Tahun 2014 

                                                             
3 Peraturan Pemerintah No 48 Tahun 2014 pasal 1 ayat 1. 
4 Ibid. 
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terdapat tiga ketentuan, yakni menikah di Kantor KUA atau di jam kerja 

gratis, menikah di luar Kantor KUA dan di luar jam kerja adalah Rp. 

600.000,-, bagi warga kurang mampu yang ingin melangsungkan pernikahan 

di luar KUA dengan gratis membawa SKTM dari lurah dan camat. 

Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2014 tentang biaya 

nikah, menimbulkan respons yang beragam di kalangan masyarakat, 

khususnya masyarakat wilayah KUA Kecamatan Bancar yang beragama 

Islam. Mengingat subjek dari pernikahan adalah masyarakat Indonesia pada 

umumnya, khususnya yang beragama Islam, tanpa memandang status sosial, 

baik miskin maupun kaya memiliki hak untuk melaksanakan sebuah 

pernikahan. Bila syarat dan rukun sudah terpenuhi, pernikahan pun bisa 

dilaksanakan. 
5
 

Keberagaman respon dari masyarakat khususnya masyarakat wilayah 

KUA Kecamatan Bancar terhadap penerapan peraturan pemerintah tentang 

biaya nikah salah satunya dipicu oleh perbedaan tingkat kemampuan ekonomi 

masyarakat. Biaya pernikahan yang dilakukan di luar KUA Kecamatan 

Bancar adalah Rp 600.000,00 rupiah. Angka yang cukup besar bagi 

masyarakat ekonomi menengah ke bawah. Berbeda dengan masyarakat 

ekonomi ke atas, angka tersebut mungkin kecil.
6
 

Hal tersebut tidak sesuai dengan ajaran Islam. Tidak bisa dipungkiri 

bahwa Islam adalah agama yang memudahkan umatnya untuk melakukan 

                                                             
5 Amir Syarifudin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, (Jakarta : Kencana, 2009) hlm,14. 
6  Muzaid, (Tokoh masyarakat), Wawancara, Tuban, 21 Oktober 2014 
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syari’at yang ditetapkan. Sesuai dengan firman Allah swt dalam al-Quran 

surat al-Baqarah ayat 286:
7
 

                            

                            

                               

                       

 
Artinya : Allah tidak memberati seseorang melainkan apa yang terdaya 

olehnya. Ia mendapat pahala kebaikan yang di usahakannya, dan ia juga 

menanggung dosa kejahatan yang diusahakannya. (Mereka berdo’a dengan 

berkata): “Wahai Tuhan kami! Janganlah Engkau mengirakan kami salah 

jika kami terlupa atau kami tersalah. Wahai Tuhan kami! Janganlah Engkau 

bebankan kepada kami bebanan yang berat sebagaimana yang telah Engkau 

bebankan kepada orang-orang yang terdahulu daripada kami. Wahai Tuhan 

kami! Janganlah Engkau pikulkan kepada kami apa yang kami tidak terdaya 

memikulnya. Dan ma’afkanlah kesalahan kami, serta ampunkanlah dosa 

kami, dan berilah rahmat kepada kami. Engkaulah Penolong kami; oleh itu, 

tolonglah kami untuk mencapai kemenangan terhadap kaum-kaum yang kafir 

 
Jelas diterangkan dalam ayat di atas, bahwa agama Islam tidak 

memberatkan umatnya dalam melakukan segala sesuatu. Tentu saja hal ini 

karena Allah swt menciptakan agama Islam dengan berbagai kemudahan dan 

tidak menyulitkan bagi siapapun yang akan masuk agama Islam. Karena 

Allah swt telah menyesuaikan kadar kemampuan manusia. 

Banyak respons yang telah dipaparkan oleh beberapa elemen 

masyarakat wilayah KUA Bancar dan menimbulkan perbedaan. Perbedaan 

respons dipengaruhi oleh sudut pandang yang digunakan untuk melihat 

                                                             
7 Muhammad Adz-Dzikra, Menikah Dalam 27 Hari, (Depok : Lingkar Pena Kreativa, 2008), 138  
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penerapan PP No. 48 Tahun 2014 tentang biaya nikah. oleh karena itu penulis 

tergerak untuk melakukan penelitian terkait dengan penerapan PP No. 48 

Tahun 2014 tentang biaya nikah dengan menggunakan teori al-mas}lah}ah 

al-mursalah. 

Dalam kajian ilmu keislaman, al-mas}lah}ah al-mursalah adalah 

beberapa sifat yang sejalan dengan tindakan dan tujuan sya>ri’ , tapi tidak 

ada dalil tertentu dari syara’ yang membenarkan atau membatalkan, dan 

dengan ditetapkan hukum padanya akan tercapai kemaslahatan dan tertolak 

kerusakan dari manusia.
8
 Hal ini sangat relevan dengan keberadaan PP 

tentang biaya nikah. Dari segi legalitas yang diberikan oleh sha>ri’, PP 

tersebut tidak mendapatkan legalitas. Akan tetapi, apakah penerapan PP 

tersebut menimbulkan kebaikan atau tidak, artinya bisa mendatangkan 

kebaikan dan menolak kerusakan atau memberatkan. 

Dari beberapa pemaparan yang telah dilakukan oleh penulis, baik 

terkait dengan biaya nikah maupun tentang al-maslahah al-mursalah, penulis 

memilih judul “Efektivitas Penerapan Peraturan Pemerintah No 48 Tahun 

2014 tentang Biaya Pernikahan Perspektif al-Maslahah al-Mursalah (Studi 

Kasus di KUA Kecamatan Bancar)”. Hal ini bertujuan untuk menelaah lebih 

jauh tentang perspektif al-Maslahah al-Mursalah dalam melihat penerapan 

PP tersebut. 

 

 

                                                             
8 Wahbah al-Zuhaili, Ushul al-Fiqh al-Islami, (Beirut: Dar al-Fikr, 1986), 757.  



 

    digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

7 

 

 
 

B. Identifikasi dan Batasan Masalah 

Dari latar belakang permasalahan seperti yang dipaparkan di atas, maka 

terdapat beberapa masalah yang ditemukan. Diantaranya adalah sebagai 

berikut: 

1. Penerapan PP No. 48 Tahun 2014 tentang biaya nikah 

2. Alasan masyarakat memilih melakukan pernikahan di luar atau di 

kantor KUA 

3. Pungutan liar di luar biaya nikah yang diterima petugas KUA, jika 

pernikahan dilakukan di luar KUA sebelum adanya PP No. 48 

Tahun 2014 tentang biaya nikah 

4. Pengaruh besaran jumlah biaya nikah yang tercantum pada PP No 

48 Tahun 2014 dalam hal persiapan pernikahan 

5. Perbedaan tingkat kelas ekonomi atau kemampuan masyarakat 

dalam pembayaran biaya nikah di luar KUA 

6.  Dasar pertimbangan ditetapkannya PP No 48 Tahun 2014 tentang 

biaya nikah oleh Pemerintah 

7. Ketetapan pasal 1 PP No 48 Tahun 2014 tentang biaya nikah dilihat 

dari perspektif al-Maslahah al-Mursalah 

Dari berbagai permasalahan yang muncul dari penelitian ini, maka 

tidaklah mungkin penulis melakukan penelitian terhadap semua 

permasalahan yang ditemukan. Agar pembahasan pada penelitian yang 

dilakukan bisa tuntas dan komprehensif maka penulis membatasi 

penelitian pada: 
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1) Analisis penerapan PP No 48 Tahun 2014 tentang biaya nikah 

2) Ketetapan PP No 48 Tahun 2014 tentang biaya nikah dilihat dari 

perspektif al-Maslahah al-Mursalah 

 

C. Rumusan Masalah  

Dari latar belakang masalah dan identifikasi masalah yang telah 

disebutkan di atas, masalah yang dapat dirumuskan dalam penelitian ini 

adalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana analisis penerapan PP No 48 Tahun 2014 tentang 

biaya nikah di KUA Kecamatan Bancar ? 

2. Bagaimana efektivitas penerapan PP No 48 Tahun 2014 tentang 

biaya nikah di KUA Bancar dilihat dari perspektif al-Maslahah al-

Mursalah ? 

 

D. Kajian Pustaka 

Kajian pustaka bertujuan untuk menarik perbedaan mendasar antara 

penelitian yang dilakukan dengan kajian atau penelitian yang pernah 

dilakukan sebelumnya. Melalui penelusuran data yang telah dilakukan, 

terdapat beberapa karya ilmiah yang berhubungan dengan penelitian yang 

dilakukan, diantaranya: 

Skripsi yang disusun oleh Inayatul Afiyah di IAIN Suna Ampel 

Surabaya pada tahun 2011 dengan judul “Pencatatan Nikah Perspektif 
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Maslahah : Analisis RUU Hukum Materiil Peradilan Agama tentang 

Perkawinan.”
9
 Skripsi ini mendeskripsikan mengenai pencatatan nikah yang 

dilakukan oleh PPN di KUA serta kewenangan dan tugas dari PPN 

berdasarkan RUU Peradilan Agama tentang perkawinan yang kemudian 

dilihat dari kemaslahatan. 

Meskipun sama dalam perspektif maslahahnya, akan tetapi ada 

perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian yang akan penulis lakukan. 

Dan letak perbedaan itu pada obyek penelitiannya. Pada penelitian yang akan 

penulis lakukan, obyek kajiannya adalah penerapan dari peraturan pemerintah 

tentang biaya nikah dikalangan masyarakat dan lembaga terkait. Sedangkan 

penelitian yang ditulis Inayatul Afiyah lebih kepada peran dari PPN di KUA 

menurut RUU Peradilan Agama. 

Skripsi yang disusun oleh Holilur Rohman di IAIN Sunan Ampel pada 

tahun 2009 dengan judul  “ Batas Umur Pernikahan dalam Perspektif Hukum 

Islam : Studi Penerapan Teori al-Mas}lah}ah al-Mursalah”.
10

 Skripsi ini 

lebih membahas mengenai batasan seseorang untuk melakukan pernikahan 

yang ditetapkan oleh Hukum Islam yang kemudian penerapannya dilihat dari 

al-Mas}lah}ah al-Mursalah. 

Skripsi yang disusun oleh Irfan Jauhari di UIN Sunan Ampel 

Surabaya pada tahun 2014 yang berjudul “Formulasi Penentuan Upah 

                                                             
9 Afiyah, inayatul, Pencatatan Nikah Perspektif Maslahah : Analisis RUU Hukum Materiil 

Peradilan Agama tentang P{erkawinan, Skripsi, (Surabaya : Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel 

Surabaya, 2011). 
10

 Rohman, holilur, Batas Umur Pernikahan dalam Perspektif Hukum Islam : Studi Penerapan 

Teori al-Maslahah al-Mursalah, Skripsi, (Surabaya : Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel 

Surabaya, 2009) 
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Minimum Kota (UMK) dalam Perspektif Hukum Islam (Analisis Maslahah 

terhadap Upah Minimum Kota Surabaya Tahun 2014).
11

 Penelitian ini lebih 

mengarahkan maslahah kepada pembayaran upah kepada buruh pekerja di 

pabrik di kota Surabaya. 

Dan ada beberapa perbedaan antara penelitian yang penulis lakukan 

dengan pembahasan skripsi di atas. Pertama, kajian teoritis tentang teori al-

mas}lahah secara mendalam dan mendetail, karena al-mas}lahah adalah 

metode dalam penggalian hukum islam yang juga disebut al-adillah al-

syar’iyah. Kedua, setelah membahas al-mas}lahah secara teoritis, selanjutnya 

membahas mengenai penerapan teori al-mas}lahah dalam penerapan 

Peraturan Pemerintah tentang biaya nikah.  

Jadi setelah melihat perbedaan di atas, maka skripsi dengan judul 

“Efektivitas Penerapan PP No 48 Tahun 2014 tentang Biaya Nikah 

dalam Pespektif al-Mas}lah}ah al-Mursalah” belum pernah dibahas dan 

tentunya berbeda dengan penelitian sebelumnya, diantaranya 

permasalahannya serta obyek kajiannya.  

 

E. Tujuan Penelitian 

Sesuai dengan rumusan masalah yang telah disebutkan, maka 

penelitian ini bertujuan untuk: 

                                                             
11

 Jauhari, irfan, Formulasi Penentuan Upah Minimum Kota (UMK) dala Perspektif Hukum Islam 

(Analisis Maslahah terhadap Upah Minimum Kota Surabaya Tahun 2014), Skripsi, (Surabaya : 

Fakultas Syariah UIN Sunan Ampel Surabaya, 2014) 
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1. Mengetahui penerapan PP No 48 Tahun 2014 tentang biaya nikah di 

Kantor KUA Bancar. 

2. Mengetahui perspektif al-Maslahah al-Mursalah terhadap penerapan PP 

No 48 Tahun 2014 tentang biaya nikah. 

 

F. Kegunaan Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dalam hal: 

1. Aspek Teoritis  

Hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan untuk memahami dan 

untuk menambah wawasan mengenai isi dari PP NO 48 Tahun 2014 

tentang biaya nikah. 

2. Aspek Praktis, penelitian ini berguna bagi: 

a) Peneliti : diharapkan dapat menambah wawasan keilmuan serta 

dapat membantu memberikan pengetahuan kepada masyarakat 

tentang administrasi pernikahan dan membantu lembaga KUA 

dalam penerapan peraturan pemerintah No. 48 tahun 2014 tentang 

biaya nikah. 

b) Masyarakat : diharapkan mengetahui masalah biaya pernikahan 

menurut peraturan pemerintah. Untuk menghindari adanya 

pungutan liar di luar biaya nikah jika pernikahan dilakukan diluar 

KUA dan gratis jika di KUA. 
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c) Lembaga KUA : diharapkan bisa menjadi bahan evaluasi untuk 

menjadi lembaga yang lebih baik yang sesuai dengan hukum. 

d) Peneliti yang lain : diharapkan bisa menjadi dasar penulisan skripsi 

selanjutnya yang mempunyai keterkaitan dalam penelitian. 

 

G. Definisi Operasional 

Untuk memperoleh gambaran yang jelas dan tidak menimbulkan 

kesalahpahaman atas judul penelitian ini, maka penulis perlu menjelaskan 

beberapa maksud dari sub judul sebagai berikut: 

PP No 48 Tahun 2014 : Peraturan yang ditetapkan oleh 

Pemerintah tanggal 27 Juli 2014 untuk 

mengatur jumlah biaya didalam pernikahan 

dan rujuk. 

Biaya nikah : Sejumlah uang yang dibayarkan mempelai 

atau keluarga pengantin kepada petugas 

KUA yang menikahkan kedua mempelai 

berdasarkan ketetapan yang sudah ada 

sebagai jasa profesi 

Perspektif : Sudat pandang dalam melihat sebuah 

fenomena tertentu dengan menggunakan 

piranti yang tertentu. 

Al-Mas}lah}ah al-Mursalah : Suatu kemaslahatan yang tidak 

mempunyai dasar dalil, tetapi juga tidak ada 
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pembatalanya. Jika terdapat suatu kejadian 

yang tidak ada ketentuan syari’at dan tidak 

ada illat yang keluar dari syara’ yang 

menentukkan kejelasan hukum kejadian 

tersebut, kemudian ditemukan sesuatu yang 

sesuai dengan hukum syara’, yakni suatu 

ketentuan yang berdasarkan pemeliharaan 

kemadaratan atau untuk menyatakan suatu 

manfaat
12

 

Berdasarkan definisi operasional tersebut maka penelitian yang 

berjudul “Efektivitas Penerapan PP No 48 Tahun 2014 tentang biaya nikah 

dalam perspektif al-Maslahah al-Mursalah (Studi Kasus di KUA Kecamatan 

Bancar)”, terbatas pada pembahasan tentang penerapan biaya nikah di 

kalangan masyarakat yang ditetapkan pemerintah dengan PP No 48 Tahun 

2014 yang kemudian dianalisis dengan al-Maslahah al-Mursalah. 

 

H. Metode Penelitian 

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan 

kualitatif berjenis deskriptif. Jadi penelitian kualitatif berjenis deskriptif 

adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa 

yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, 

tindakan, dan lain-lain secara holistik, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk 

                                                             
12 Rachmat Syafe’i, Ilmu Ushul Fiqh, (Bandung: Pustaka Setia),  117 
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kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan 

memanfaatkan berbagai metode ilmiah.
13

 

Dalam hal ini, peneliti akan menggambarkan data hasil penelitian ke 

dalam kata-kata tertulis yang utuh dan terorganisasi dengan baik mengenai PP 

No. 48 tahun 2014 tentang biaya nikah. Oleh karena itu, data yang 

dikumpulkan merupakan data yang diperoleh dari lapangan sebagai obyek 

penelitian. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian skripsi ini 

sebagai berikut: 

1. Data yang Dihimpun 

a. Data mengenai penerapan PP No 48 Tahun 2014 di masyarakat dan 

KUA Kecamatan Bancar 

 

2. Sumber Data 

a. Sumber  Primer 

Sumber primer di sini  adalah data yang diperoleh secara 

langsung dari sumber pertamanya.
14

 Dalam penelitian ini sumber 

primernya  adalah:  

1) Peraturan Pemerintah No. 48 Tahun 2014 tentang biaya nikah  

2) Pegawai KUA sebagai pelaksana dari penerapan PP No 48 

Tahun 2014 tentang biaya nikah 

                                                             
13 Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif  (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2007), 

hlm. 6 
14 Amiruddin dan Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, (Jakarta: Rajawali Pers, 

2010), 30. 
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3) Masyarakat sebagai obyek atau sasaran dari penerapan PP No. 

48 Tahun 2014 tentang biaya nikah 

4) Pejabat/Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tuban 

sebagai perwakilan dari lembaga Kementerian Agama Pusat 

yang menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2014 

tentang biaya nikah 

 

b. Sumber Sekunder 

Sumber sekunder adalah sumber yang menunjang 

kelengkapan data. Dalam penelitian ini sumber sekundernya adalah 

buku yang ada kaitannya dengan pembahasan ini. 

 

3. Teknik Pengumpulan Data  

Teknik pengumpulan data sangat penting dalam menyusun 

sebuah penelitian. Kualitas sumber data sangat mempengaruhi 

terhadap hasil data yang diperoleh. Sangatlah penting memilih 

narasumber yang sesuai dengan data yang diinginkan untuk 

mendapatkan hasil yang baik dan sistematis dalam penelitian. 

Teknik pengumpulan data yang berhubungan dengan  

masalah yang dikemukakan dalam skripsi ini adalah dengan 

menggunakan teknik wawancara. Wawancara (interview) pada 

dasarnya merupakan suatu kegiatan tanya jawab dengan tatap muka 

(face to face) antara pewawancara dengan yang diwawancarai tentang 
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masalah yang diteliti, dimana pewawancara bermaksud memperoleh 

persepsi, sikap dan pola pikir dari yang diwawancarai yang relevan 

dengan masalah yang diteliti.
15

 

Dalam melakukan wawancara beberapa hal yang harus 

dipersiapkan, yaitu (1) seleksi individu untuk diwawancara; (2) 

pendekatan terhadap orang yang diseleksi; (3) pengembangan suasana 

agar lancar dalam wawancara, serta usaha untuk menimbulkan 

pengertian sepenuhnya dari orang yang diwawancarai.
16

 

Dalam penelitian ini, wawancara dilakukan dengan 

masyarakat, pegawai KUA Kecamatan Bancar, dan Kementerian 

Agama Tuban. Wawancara ini dilakukan untuk mendapatkan data 

primer sebagai data pokok, yaitu data tentang penerapan PP No 48 

Tahun 2014 tentang biaya nikah. 

 

4. Teknik Analisis Data 

Setelah data dikumpulkan secara lengkap, langkah 

selanjutnya adalah melakukan penganalisisan data dengan 

menggunakan metode deskriptif analitis yaitu, memaparkan dan 

menggambarkan tentang penerapan biaya nikah yang ditetapkan oleh 

Pemerintah di masyarakat dan lembaga terkait, kemudian dianalisis 

sehingga menghasilkan pemahaman yang konkrit dan jelas. 

                                                             
15 Masruhan,  Metodologi penelitian Hukum, (Surabaya: Hilal Pustaka, 2013), 237.  
16 Amiruddin dan Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian...,82. 
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Dalam hal ini dengan mengemukakan fakta yang diperoleh 

dari PP No 48 Tahun 2014 tentang biaya nikah. Didukung dengan 

hasil wawancara dengan pihak atau lembaga terkait. Data yang 

diperoleh kemudian dikaitkan dengan teori dan dalil-dalil yang 

terdapat dalam literatur Islam dalam hal ini peneliti menggunakan 

pisau analisis al-mas}lah}ah al-mursalah sebagai analisis, sehingga 

dapat diambil suatu kesimpulan yang bersifat umum. 

Pola pikir yang dipakai dalam penelitian ini adalah dengan 

menggunakan pola pikir deduktif, yaitu metode yang berangkat dari 

faktor-faktor umum yakni tentang pertimbangan hukum yang 

digunakan sebagai dasar pengambilan hukum atas dasar penetapan PP 

No 48 Tahun 2014 tentang biaya nikah, serta melihat realitas 

penerapan biaya pernikahan di masyarakat sesuai dengan standar 

penghasilan dan kebutuhan hidup masyarakat dilihat dari perspektif 

al-Maslahah al-Mursalah. 

 

I. Sistematika Pembahasan 

Secara garis besar, skripsi ini dikelompokkan dalam lima bab yang 

memiliki keterkaitan antara satu dengan lainnya dan merupakan satu 

kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Penulisan skripsi ini disusun dalam 

lima bab yang masing-masing bab terdiri dari beberapa sub bab sebagai 

berikut: 
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Bab pertama, membahas Uraian pendahuluan yang berisi gambaran 

umum yang berfungsi sebagai pengantar dalam memahami pembahasan bab 

berikutnya. Bab ini memuat pola dasar penulisan skripsi, untuk apa dan 

mengapa penelitian ini dilakukan. Oleh karena itu, pada Bab pertama ini 

pada dasarnya memuat sistematika pembahasan yang meliputi : latar 

belakang masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, 

kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metodologi penelitian, dan 

sistematika pembahasan. 

Bab Kedua, menguraikan landasan teori, bab ini memuat tentang 

Peraturan Pemerintah secara umum yang kemudian dikhususkan kepada PP 

No. 48 Tahun 2014. Kemudian terkait gratifikasi dalam penerapan biaya 

pernikahan. Serta pengertian al-maslahah al-mursalah, dasar hukum, dan 

macam-macam al-maslahah al-mursalah. 

Bab ketiga, adalah memuat pembahasan yang berkenaan dengan 

penerapan PP No 48 Tahun 2014 tentang biaya nikah dikalangan 

masyarakat, kantor KUA Kecamatan Bancar Kabupaten Tuban dan 

Kementerian Agama Kabupaten Tuban. 

 Bab keempat, merupakan kajian analisis atau jawaban dari 

rumusan permasalahan dalam penelitian ini. Bab ini berisi tentang hasil 

penerapan PP No. 48 tahun 2014 di kalangan masyarakat, pegawai KUA 

Bancar dan Kepala/Pejabat Kantor Kementerian Agama Tuban. Analisis al-

Maslahah al-Mursalah terhadap penerapan PP No 48 Tahun 2014 tentang 

biaya nikah. 
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Bab kelima, adalah penutup. Bab ini merupakan bagian akhir yang 

berisi kesimpulan dari uraian-uraian yang telah dibahas dalam keseluruhan 

penelitian dan saran. 

  


